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PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2014 TENTANG PENGGUNAAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL UNTUK JASA PELAYANAN KESEHATAN DAN DUKUNGAN BIAYA OPERASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah; Mengingat



: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang ...
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4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255); 6. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81); 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/ VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 741); 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392); 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);



MEMUTUSKAN ...
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MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENGGUNAAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL UNTUK JASA PELAYANAN KESEHATAN DAN DUKUNGAN BIAYA OPERASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. 2. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya. 3. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang. 5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.



Pasal 2 ...



-4Pasal 2 Pengaturan penggunaan dana kapitasi JKN untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional ditujukan bagi FKTP milik pemerintah daerah yang belum menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.



BAB II PEMANFAATAN DANA KAPITASI JKN Pasal 3 (1)



Dana Kapitasi yang diterima oleh FKTP dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dimanfaatkan seluruhnya untuk: a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.



(2)



Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk tiap FKTP ditetapkan sekurang-kurangnya 60% dari penerimaan Dana Kapitasi.



(3)



Alokasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar selisih dari besar Dana Kapitasi dikurangi dengan besar alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).



(4)



Besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Kepala Daerah atas usulan Kepala SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan: a. kebutuhan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai; b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai target kinerja di bidang upaya kesehatan perorangan; dan c. besar tunjangan yang telah diterima dari Pemerintah Daerah.



(5)



Format Keputusan Kepala Daerah mengenai penetapan besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Formulir terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.



BAB III ...



-5BAB III JASA PELAYANAN KESEHATAN Pasal 4 (1)



Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan pada FKTP.



(2)



Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel: a. jenis ketenagaan dan/atau jabatan; dan b. kehadiran.



(3)



Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dinilai sebagai berikut: a. tenaga medis, diberi nilai 150; b. tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan (Ners), diberi nilai 100; c. tenaga kesehatan setara S1/D4, diberi nilai 60; d. tenaga non kesehatan minimal setara D3, tenaga kesehatan setara D3, atau tenaga kesehatan dibawah D3 dengan masa kerja lebih dari 10 tahun, diberi nilai 40; e. tenaga kesehatan di bawah D3, diberi nilai 25; dan f. tenaga non kesehatan di bawah D3, diberi nilai 15.



(4)



Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang merangkap tugas administratif sebagai Kepala FKTP, Kepala Tata Usaha, atau Bendahara Dana Kapitasi JKN diberi tambahan nilai 30.



(5)



Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dinilai sebagai berikut: a. hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 poin per hari; dan b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 poin.



(6)



Ketidakhadiran akibat sakit dan/atau penugasan ke luar oleh Kepala FKTP dikecualikan dalam penilaian kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (5).



(7) Jumlah ...
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Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut: jumlah nilai yang diperoleh oleh seseorang ------------------------------------------------------------------------



X jumlah dana jasa pelayanan



jumlah nilai seluruh tenaga Keterangan : jumlah nilai diperoleh dari nilai variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan ditambah nilai variabel kehadiran



BAB IV BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN Pasal 5 (1)



Alokasi Dana Kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dimanfaatkan untuk: a. obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai; dan b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya.



(2)



Pengadaan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan melalui SKPD Dinas Kesehatan, dengan mempertimbangkan ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang dialokasikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.



(3)



Dukungan kegiatan operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:



lainnya



a. upaya kesehatan perorangan berupa kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif lainnya; b. kunjungan rumah dalam rangka upaya kesehatan perorangan; c. operasional untuk puskesmas keliling; d. bahan cetak atau alat tulis kantor; dan/atau e. administrasi keuangan dan sistem informasi. (4)



Penggunaan Dana Kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



BAB V ...



-7BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 6 Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Menteri ini dilakukan oleh Kepala SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Kepala FKTP secara berjenjang dan secara fungsional oleh Aparatur Pengawas Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2014. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Inodonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 April 2014 MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, ttd NAFSIAH MBOI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Mei 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 589



FORMULIR CONTOH KEPUTUSAN KEPALA DAERAH



BUPATI/WALIKOTA ..... (nama kabupaten/kota)



KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA .......... (nama kabupaten/kota) NOMOR ... TENTANG ALOKASI DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSKESMAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang



:



bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati/Walikota .... (nama kabupaten/kota) tentang Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas;



Mengingat



:



1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);



BUPATI/WALIKOTA ..... (nama kabupaten/kota)



4. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255); 5. Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81); 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392); 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400); 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589); MEMUTUSKAN : Menetapkan



:



KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA .... TENTANG ALOKASI DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSKESMAS.



BUPATI/WALIKOTA ..... (nama kabupaten/kota)



KESATU



:



Alokasi dana kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan pada Puskesmas Kabupaten/Kota ..... ditetapkan sebesar ...% (... persen).



KEDUA



:



Alokasi dana kapitasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan pada Puskesmas Kabupaten/Kota ... ditetapkan sebagai berikut: a. obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sebesar ...% (... persen); dan b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya sebesar ...% (... persen).



KETIGA



: Keputusan Bupati/Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di .... pada tanggal ... Bupati/Walikota .... ttd. (Nama Bupati/Walikota)



























[image: PMK No. 75 th 2014 ttg Puskesmas.pdf]
PMK No. 75 th 2014 ttg Puskesmas.pdf












[image: USLP India Progress 2014PDF - Hul]
USLP India Progress 2014PDF - Hul












[image: pmk-99~PMK.05~2017 Administrasi Pengelolaan Hibah.pdf  ...]
pmk-99~PMK.05~2017 Administrasi Pengelolaan Hibah.pdf ...












[image: Lampiran I Permen 19 th 2012.pdf]
Lampiran I Permen 19 th 2012.pdf












[image: PP No 19 th 2017 ttg Guru.pdf]
PP No 19 th 2017 ttg Guru.pdf












[image: PMK-162_2013.pdf]
PMK-162_2013.pdf












[image: PMK NO.213-PMK.05-2013 tentang SAPP+lampiran.pdf]
PMK NO.213-PMK.05-2013 tentang SAPP+lampiran.pdf












[image: PMK 209-011-2012 IJEPA.pdf]
PMK 209-011-2012 IJEPA.pdf












[image: PMK No. 755 KOMITE MEDIK.pdf]
PMK No. 755 KOMITE MEDIK.pdf












[image: PMK 1438 Std Yan Ked.pdf]
PMK 1438 Std Yan Ked.pdf












[image: pmk-162_2012-tentang-ptkp.pdf]
pmk-162_2012-tentang-ptkp.pdf












[image: PMK 1438 Std Yan Ked.pdf]
PMK 1438 Std Yan Ked.pdf












[image: 26-PMK-010-2017.pdf]
26-PMK-010-2017.pdf












[image: Th`ese]
Th`ese












[image: TH EDITORIAL 25.04.2018 @TheHindu_Zone_official.pdf  ...]
TH EDITORIAL 25.04.2018 @TheHindu_Zone_official.pdf ...












[image: TH 8.pdf]
TH 8.pdf












[image: 27 th National.PDF]
27 th National.PDF












[image: 9 th history.pdf]
9 th history.pdf












[image: TH EDITORIAL 11.04.2018 @TheHindu_Zone_official.pdf  ...]
TH EDITORIAL 11.04.2018 @TheHindu_Zone_official.pdf ...












[image: TH EDITORIAL 20.04.2018 @TheHindu_Zone_official.pdf  ...]
TH EDITORIAL 20.04.2018 @TheHindu_Zone_official.pdf ...












[image: TH 20.03.2018 ADFREE.pdf]
TH 20.03.2018 ADFREE.pdf












[image: PMK-4-Tahun-2015-Tentang-pendelegasian-sbagian-kewenangan ...]
PMK-4-Tahun-2015-Tentang-pendelegasian-sbagian-kewenangan ...















PMK 19 th 2014.pdf






Loadingâ€¦ Whoops! There was a problem loading more pages. Whoops! There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item. PMK 19 th 2014.pdf. PMK 19 th 2014.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In. Main menu. 






 Download PDF 



















 237KB Sizes
 0 Downloads
 209 Views








 Report























Recommend Documents







[image: alt]





PMK No. 75 th 2014 ttg Puskesmas.pdf 

... Nomor 3637);. 4. Peraturan . . . Page 1 of 132 ... 2013 Nomor 906);. MEMUTUSKAN: . . . Page 2 of 132 ... Page 3 of 132. PMK No. 75 th 2014 ttg Puskesmas.














[image: alt]





USLP India Progress 2014PDF - Hul 

Å¸ Project Shakti network expanded to include over 70,000 ... The 'Help a Child Reach 5' handwashing campaign started in 2013 in .... while promoting the benefits of clean toilets and good hygiene. .... social investment in India has continued to sup














[image: alt]





pmk-99~PMK.05~2017 Administrasi Pengelolaan Hibah.pdf ... 

www.jdih.kemenkeu.go.id. Page 3 of 48. pmk-99~PMK.05~2017 Administrasi Pengelolaan Hibah.pdf. pmk-99~PMK.05~2017 Administrasi Pengelolaan Hibah.














[image: alt]





Lampiran I Permen 19 th 2012.pdf 

... que se lee en voz alta en las residencias. de ancianos. Es, incluso, el gÃ©nero de libro que, como he podido observar con una. sonrisa escarmentada, tiende a ser depositado en los cuartos de invitados, para. llevar en ellos una vida de ininterrum














[image: alt]





PP No 19 th 2017 ttg Guru.pdf 

Loadingâ€¦ Page 1. Whoops! There was a problem loading more pages. Retrying... PP No 19 th 2017 ttg Guru.pdf. PP No 19 th 2017 ttg Guru.pdf. Open. Extract.














[image: alt]





PMK-162_2013.pdf 

umum negara. Page 3 of 26. PMK-162_2013.pdf. PMK-162_2013.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In. Main menu. Displaying PMK-162_2013.pdf.














[image: alt]





PMK NO.213-PMK.05-2013 tentang SAPP+lampiran.pdf 

Arsip Data Komputer yang selanjutnya disingkat ADK. adalah arsip data berupa disket atau media penyimpanan. digital lainnya yang berisikan data transaksi, ...














[image: alt]





PMK 209-011-2012 IJEPA.pdf 

Agreement between The Republic OfIndonesia and Japan. for an Economic Partnership (Persetujuan Antara. Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu.














[image: alt]





PMK No. 755 KOMITE MEDIK.pdf 

kelayakan pemberian kewenangan klinis tersebut. 11. Audit medis ... Page 3 of 46. PMK No. 755 KOMITE MEDIK.pdf. PMK No. 755 KOMITE MEDIK.pdf. Open.














[image: alt]





PMK 1438 Std Yan Ked.pdf 

No todo es blanco,. O negro: es gris. Todo depende del matiz,. Busca y aprende a distinguir. La luna puede calentar. Whoops! There was a problem loading this page. PMK 1438 Std Yan Ked.pdf. PMK 1438 Std Yan Ked.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In.














[image: alt]





pmk-162_2012-tentang-ptkp.pdf 

Pasal4. Peraturan Menteri tnt mulai berlaku pada tanggal. diundangkan. Page 3 of 4. pmk-162_2012-tentang-ptkp.pdf. pmk-162_2012-tentang-ptkp.pdf. Open.














[image: alt]





PMK 1438 Std Yan Ked.pdf 

Page 3 of 6. PMK 1438 Std Yan Ked.pdf. PMK 1438 Std Yan Ked.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In. Main menu. Displaying PMK 1438 Std Yan Ked.pdf.














[image: alt]





26-PMK-010-2017.pdf 

Harmonized System 2017 dan ASEAN Harmonised Tariff ... dimaksud pada ayat ( 1) adalah sesuai dengan klasifikasi ..... Displaying 26-PMK-010-2017.pdf.














[image: alt]





Th`ese 

considered again a non-CM ordinary family Î¸: Tord â†’ I and defined a finite (2,2 ...... Bi â†’ Bi+1 defined over Kh. We define the wide open disc Bh as the inductive ...














[image: alt]





TH EDITORIAL 25.04.2018 @TheHindu_Zone_official.pdf ... 

Judges are our last resort. against governmental authoritar- ianism and that's why they must. be insulated .... The international backdrop is. worrying in many respects. The. faceoff between the U.S. (and its. allies) and ..... obligations to lenders














[image: alt]





TH 8.pdf 

There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item. TH 8.pdf. TH 8.














[image: alt]





27 th National.PDF 

It is re-iterated that the General Council Members are required to bi elected from among the elected delegates of General Body. The affiliated Unions should take ...














[image: alt]





9 th history.pdf 

... League njhlq;fpath; jpyfh; - 1916 Vg;uy; 28 â€“ g+dh. Home Rule League njhlq;fpath; md;dpngrd;l;- 1916 nrg;lk;gh; 03â€“ nrd;id. Nehf;fk; - Mq;fpNya Ml;rpapd; fPo; jd;dhl;rp ngWtJ. md;dpngrd;l; - mah;yhe;Jg; ngz;kzp .elj;jpa gj;jphpf;iffs; -fhkd; 














[image: alt]





TH EDITORIAL 11.04.2018 @TheHindu_Zone_official.pdf ... 

environmental legislation and pol- icy. This, in turn, will help decen- tralise information on forests. The Biological Diversity Act,. 2002, calls for setting up a Biodi- versity Management Committee in. each local body. The Committee. will prepare P














[image: alt]





TH EDITORIAL 20.04.2018 @TheHindu_Zone_official.pdf ... 

The solution is not to keep .... Drishti (1990) for its music com- posed by Kishori Amonkar featuring the lilting melody,. â€œMegha .... in the military on running officers.














[image: alt]





TH 20.03.2018 ADFREE.pdf 

Page 1 of 17. tuesday, march 20, 2018 Delhi. City Edition. 24 pages O â‚¹. 10.00. Printed at . Chennai . Coimbatore . Bengaluru . Hyderabad . Madurai . Noida . Visakhapatnam . Thiruvananthapuram . Kochi . Vijayawada . Mangaluru . Tiruchirapalli . Kol














[image: alt]





PMK-4-Tahun-2015-Tentang-pendelegasian-sbagian-kewenangan ... 

Download Permission. Main menu. Displaying PMK-4-Tahun-2015-Tentang-pendelegasian-sbagian-kewenangan-ke-pengguna-barang.pdf. Page 1 of 46.


























×
Report PMK 19 th 2014.pdf





Your name




Email




Reason
-Select Reason-
Pornographic
Defamatory
Illegal/Unlawful
Spam
Other Terms Of Service Violation
File a copyright complaint





Description















Close
Save changes















×
Sign In






Email




Password







 Remember Password 
Forgot Password?




Sign In



















Information

	About Us
	Privacy Policy
	Terms and Service
	Copyright
	Contact Us





Follow us

	

 Facebook


	

 Twitter


	

 Google Plus







Newsletter























Copyright © 2024 P.PDFKUL.COM. All rights reserved.
















